
 

 

 

BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR  48  TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 telah di tetapkan dengan 

Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 
2020;  

b. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum anggaran yang menyebabkan 

perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar 
jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian 

obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian 
obyek belanja Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 160 
ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pergeseran 
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, 
dan/atau antar rincian obyek belanja serta 
perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja 

dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat 
: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

3. Undang-Undang … 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan   Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4570); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan … 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 
736); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2018 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2018 Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2019 Nomor 48) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari : 

a.  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah     Rp.   793.866.856.609,00 

2. Dana Perimbangan      Rp.1.595.720.482,000,00 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp.   526.603.790.000,00 

          Jumlah Pendapatan               Rp. 2.916.191.128.609,00 

b. Belanja… 

(+) 
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b. Belanja 

     1. Belanja Tidak Langsung sejumlah  

a) Belanja pegawai      Rp. 1.140.256.262.547,00 

b) Belanja bunga     Rp.- 

c) Belanja subsidi     Rp.- 

d) Belanja hibah     Rp.   128.585.803.681,00 

e) Belanja bantuan sosial    Rp.     21.500.000.000,00 

f) Belanja bagi hasil     Rp.     52.954.519.045,00 

g) Belanja bantuan keuangan   Rp.   414.531.326.550,00 

h) Belanja tidak terduga    Rp.       2.494.550.000,00 

       Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp.1.760.322.461.823,00 

   2. Belanja Langsung 

a). Belanja pegawai     Rp.     118.141154300,00 

b). Belanja barang dan jasa    Rp.   753.950.584.509,00 

c). Belanja modal     Rp.   495.668.831.268,00 

   Jumlah Belanja Langsung    Rp.1.367.760.570.077,00 

   Jumlah Total Belanja    Rp.3.128.083.031.900,00 

                             Defisit  Rp.   211.8910.903.291,00 

c.  Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan sejumlah     Rp.   211.891.903.291,00 

2. Pengeluaran sejumlah      Rp    211.891.903.291,00 

3. Jumlah Pembiayaan netto     Rp.   211.891.903.291,00 

       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 Rp.                            0,00 

 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. 

 

                  Ditetapkan di Serang 

                  pada tanggal,    23 Maret 2020  

BUPATI SERANG, 
 

ttd 
 

RATU TATU CHASANAH 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal,     23 Maret 2020 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
 

ttd 

 
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR  12  

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 
NIP. 19670321 199203 1 008 

 


